ABSTRAK
Rahma Miftahul Rizza, 126103202180, “Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Match ~ Fixing Dalam Pertandingan Sepak
Bola Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980
dan Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah, 2024, Pembimbing Ahmad Gelora Mahardika,
M.H.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Match Fixing, Sepak Bola

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus suap pengaturan
skor (Match Fixing) dan sanksi yang diterima pelaku suap cukup
hanya sebatas pemecatan, skorsing dan sanksi-sanksi administratif dan
hanya merujuk pada Kode Disiplin PSSI saja padahal terkait suap
menyuap sebenarnya diatur juga dalam kitab Undang-Undang Hukum
Pidana atau KUHP dan lebih spesifik.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan
pendekatan kasus dan perundang-undangan. Metode pengolahan data
yang digunakan peneliti adalah analisis isi dan analisis komparatif
dengan membandingan antara hukum positif dengan hukum islam dan
penegakan hukum di indonesia dengan negara lain. Hasil penelitian
ini adalah hukum mengenai tindak pidana Match fixing atau
pengaturan skor di indonesia dirasa kurang maksimal karena masih
banyak yang menggunakan kode disiplin PSSI padahal sudah ada
aturan tegas mengenai hal itu yaitu ada dalam KUHP dan juga
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sanksi yang harus
diterima pelaku adalah hukuman denda dan juga hukuman penjara
Dalam hukum islam sanksi bagi pelaku adalah hukuman cambuk,
pemecatan, pengasingan, penjara, dan sanksi hukuman mati jika
perbuatan match fixing dilakukan berulang-ulang.
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This research is motivated by the rampant cases of match-fixing
bribery and the sanctions received by the perpetrators of bribery are
quite limited to dismissal, suspension and administrative sanctions,
and only refers to the PSSI disciplinary code. although bribery is
actually also regulated in the Criminal Code or Penal Code and more
specifically.

This research includes literature research with a case and
legislative approach. The data processing method used by the
researchers is content analysis or research that is used to draw relative
and valid conclusions from data based on its context and also
comparative analysis by comparing positive law with Islamic law and
law enforcement in Indonesia with other countries. The result of this
research is that the law regarding the crime of match-fixing in
Indonesia is considered less than optimal because there are still many
who use the PSSI disciplinary code even though there are already strict
rules regarding it, namely in the Criminal Code and also in Law No.
11 of 1980 regarding Bribery. According to Law Number 11 of 1980,
the sanctions that perpetrators must receive are fines and prison
sentences. In Islamic law, the sanctions for perpetrators are caning,
dismissal, exile, imprisonment, and the death penalty if match fixing
is carried out repeatedly.
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